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ABSTRAK

Jumlah angka kecelakaan yang terjadi di Indonesia terus bertambah setiap
tahunnya tak terkecuali kota Semarang, untuk meminimalisir jumlah angka
kecelakaan yang terjadi diperlukan peran stakeholders dalam pelaksanaan
keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan melalui kolaborasi, karena setiap
stakeholders tidak bisa bekerja sendirian. Tujuan dari penelitian ini yaitu
mengetahui bagaimana pelaksanaan kolaborasi stakeholders dalam keselamatan
lalu lintas dan angkutan jalan dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat
dalam kolaborasi. Teori yang digunakan yaitu model collaborative governance
Ansell and Gash dan De Seve. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian
kualitatif ~ deskriptif.  Teknik Pengumpulan data yang digunakan berupa
wawancara, studi pustaka, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukan collaborative governance dalam pelaksanaan keselamatan lalu lintas
dan angkutan jalan di Kota Semarang dilihat kondisi awal, desain institusional dan
proses kolaboratif sudah berjalan baik, tetapi kepemimpinan fasilitatif belum
maksimal pelaksanaannya. Faktor pendorong yang mempengaruhi Kkolaborasi
yaitu networked structure, commitment to a common purpose, distributive
accountability/responsibility, dan information sharing, sedangkan yang menjadi
penghambat hanya faktor access to resource. Rekomendasi yang diberikan yaitu
melaksanakan  kepemimpinan  fasilitatif  lebih  maksimal  lagi  dengan
memanfaatkan Forum LLAJ yang ada dan mengadakan rekrutmen pegawai
kontrak serta melakukan perencanaan yang lebih efektif dan efisien.

Kata kunci : kolaborasi, stakeholders, dan keselamatan lalu lintas.
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COLLABORATIVE GOVERNANCE IN AN EFFORT TO TRAFFIC AND
ROAD TRANSPORTATION SAFETY IN SEMARANG CITY

Fawwaz Aldi Tilano, Sri Suwitri
ABSTRACT

The number of accidents that occurred in Indonesia continues to grow each year
IS no exception Semarang City, to decrease the number of accidents that happen
takes the role of stakeholders in the implementation of traffic and road
transportation safety through collaboration because each stakeholder can’t work
alone. The purpose of this research was to know how the collaboration of
stakeholders in the implementation of traffic and road transportation safety and
analyze the factors driving and inhibiting the collaboration. The writer used the
model of collaborative governance from Ansell and Gash, and De Seve. The
method of this study was descriptive qualitative research method. The instruments
for collecting the data were interviews, literature study, observation, and
documentation. The results showed collaborative governance in the
implementation of traffic safety and road transport in Semarang seen first
conditions, institutional design, and collaborative process has been running well,
but not optimal implementation of facilitative leadership. The driving factor which
affects the collaboration that is networked structure, commitment to a common
purpose, distributive accountability/responsibility, and information sharing, while
the only factor inhibiting access to the resource. The recommendations given are
implementing more maximal facilitative leadership by leveraging existing LLAJ
Forum and held a contract employee recruitment and planning more effective and
efficient.

Keyword : collaboration, stakeholders, and traffic safety.



PENDAHULUAN
Collaborative Governance dapat
dilakukan oleh  pemerintah  pusat
dan/atau pemerintah daerah dalam
rangka menyelesaikan suatu masalah
publik dengan melakukan kolaborasi
dengan pihak lain yang terkait dalam
proses penyelesaian masalah
tersebut.

Dalam  kaitannya  dengan
Administrasi  Publik, collaborative

governance merupakan salah satu

model strategi baru dari
pemerintahan yang melibatkan
berbagai stakeholders atau
pemangku kepentingan secara

bersamaan di dalam sebuah forum
dengan aparatur pemerintah untuk
membuat keputusan bersama yang
bertujuan  untuk  menyeselesaikan
tidak bisa dihadapi

sendirian oleh pemerintah itu sendiri.

masalah yang
Collaborative  Governance juga
merupakan salah satu tipe
governance/tata pemerintahan
dimana para aktor publik dan privat
bekerja sama dengan cara khusus,
menggunakan proses tertentu, untuk
menetapkan hukum atau aturan untuk
menentukan tindakan publik yang
baik.

Upaya penanganan
keselamatan lalu lintas dan angkutan
jalan wajib dilakukan oleh
pemerintahan  di  setiap  daerah,
dimana pemerintahlah yang
bertanggung jawab dalam
penyelenggaraan  keselamatan  dan
keamanan di jalan raya, tetapi dalam
menjalankan peran dan fungsinya,
pemerintah  tidak  mungkin  bisa
bekerja  sendirian, pastilah  ada
bantuan-bantuan  yang  pemerintah
dapatkan dari pihak lain  yang
mempunyai tujuan yang sama terkait
keselamatan dan keamaan.

Pemerintah dalam
mewujudkan Keselamatan lalu lintas
dan angkutan jalan telah membuat
Rencana Umum Nasional
Keselamatan Jalan (RUNKJ) Tahun
2011-2035 sebagai pedoman dalam
pelaksanaan, tetapi di Indonesia
prinsip  penyelenggaraan keselamatan
transportasi sering kali tidak sejalan
dengan apa yang terjadi di lapangan.

Rencana  Umum  Nasional
Keselamatan Jalan (RUNKJ) ini
dilandasi  dengan
(UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-undang

khususnya pada Pasal 203 untuk



menyusun Rencana Umum Nasional
Keselamatan Jalan (RUNKJ). Dalam
Undang-undang No 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Darat, telah membagi kewenangan
tentang permasalahan lalu lintas
kepada  beberapa Kementerian,
Lembaga dan Pemerintahan Daerah
selaku pemangku kepentingan dalam
menghadapi permasalahan-

permasalahan publik.

Tabel 1
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas

di Kota Semarang

Tah
Indikator o
Kecelakaan 2015 | 2016 | 2017
Jumlah
Kejadian 872|1.083] 936
Jumlah 1 5991 1336 | 1.181
Korban
Jumlah
Kendaraan
yang 1.801| 2.235| 1.520
terlibat

Sumber: Laka Lantas Polrestabes
Semarang
Laka  Lantas  Polrestabes
Semarang mengeluarkan data
mengenai  Jumlah Kecelakaan Lalu
Lintas yang terjadi pada periode
tahun 2015 hingga tahun 2017.

Jumlah Kecelakaan pada tahun 2015

sebanyak 872 kejadian dan tahun
2016 meningkat 24,2%  menjadi
1.083 kejadian, sedangkan pada
tahun 2017 mengalami penurunan
13,57% menjadi 936
Jumlah korban pada tahun 2015
sebanyak 1.299 korban dan tahun

kejadian.

2016 mengalami peningkatan 2,85%
sebanyak 1.336 korban, sedangkan
pada  tahun 2017
penurunan 11,6%. Jumlah Kendaraan

mengalami

yang terlibat dalam kecelakaan pada
tahun 2015  sebanyak  1.801
kendaraan dan pada tahun 2016
mengalami
24,1% menjadi 2.235 kendaraan,
pada  tahun 2017  mengalami
31,99% menjadi 1520

peningkatan sebesar

penurunan
kendaraan.*

Keselamatan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan di Kota Semarang
masih  perlu perhatian lebih lanjut
dari para stakeholders, dapat dilihat
dari data Kecelakaan Lalu Lintas di
Kota Semarang yang masih cukup

tinggi pada tahun 2017 dengan

! Dikutip dari berita online Berita Semarang
tanggal 28 Oktober 2017, Tahun 2017
Angka Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota
Semarang Menurun,
www.beritasemarang.net/tahun-2017-angka-
kecelakaan-lalu-lintas-di-kota-semarang-
menurun/4893/



jumlah  kecelakaan sebanyak 936
kejadian yang melibatkan 1.520
kendaraan. Korban yang terdata
akibat kecelaan tersebut sebanyak
1.181 orang, dengan
944900 juta  rupiah.
Faktor-faktor  yang

kerugian
mencapai
menyebabkan
kecelakaan lalu lintas di Kota
Semarang  adalah  faktor  usia
pegemudi pada rentang usia 21-40
tahun dengan persentase 51.05%
pada periode tahun 2014 hingga
2017, hal ini berkaitan dengan tugas
dari Satlantas Polrestabes sebagai
penegak hukum dalam keselamatan
lalu lintas di jalan yang kurang
optimal dalam menjalankan
fungsinya. Selain itu, faktor
kendaraan yang tidak memberi tanda
isyarat juga menyebabkan
kecelakaan lalu lintas, dengan rata-
rata persentase sebesar 46.29%, hal
ini berkaitan dengan kondisi kelaikan
kendaraan bermotor tersebut dan
merupakan tanggung jawab Dishub
untuk  menyelenggarakan  pengujian
kelaikan kendaraan bermotor yang
lebih efektif dan efisien.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana collaborative
governance dalam upaya
pelaksanaan  keselamatan  lalu

lintas dan angkutan jalan di Kota

Semarang?

2. Apa faktor pendorong dan
penghambat dalam collaborative
governance terkait upaya
pelaksanaan  keselamatan  lalu

lintas dan angkutan jalan di Kota

Semarang?

KAJIAN TEORI

1. Administrasi Publik

Administrasi  publik adalah kegiatan
mengelola organisasi dari manusia-
manusia dan  peralatannya  untuk
mencapai tujuan pemerintahan yang
berdasarkan pada kebutuhan
masyarakat melalui dua fokus yaitu
manajemen publik dan kebijakan
publik. Manajemen Publik berfokus
pada orientasi bagaimana cara
mengatur dan mengendalikan sumber
daya yang dimiliki suatu organisasi
untuk mencapai tujuan oraganisasi.
Kebijakan Publik

berfokus pada orientasi pembuatan

Sedangkan

peraturan atau hukum  yang

digunakan untuk menyelesaikan



permasalahan yang ada di

masyarakat.

2. Manajemen Publik

Manajemen publik merupakan suatu
rangkaian proses untuk mencapai
tujuan suatu organisasi dengan cara
melakukan ~ fungsi  merencanakan,
mengorganisasikan,  memimpin  dan
mengendalikan sumberdaya yang ada
pada suatu organisasi. Paradigma
Manajemen Publik mengalami
pergeseran-pergeseran sesuai dengan
perkembangan zaman, awalnya dari
paradigma Old Publik
Administration (OPA) berkembang
menjadi  paradigma New  Public
Management (NPM) yang
menyebabkan perubahan penyebutan
government  menjadi  governance.
Dari pergeseran paradigma inilah
muncul istilah tentang collaborative
governance, dengan  melibatkan
pihak ketiga selain institusi
pemerintah, yaitu kelompok-
kelompok kepentingan masyarakat
atau Non Governmental
Organization (NGO) dalam proses
pengambilan keputusan dan
penyelesaiaan masalah yang ada di

public

3. Collaborative Governance

Collaborative governance menurut
Ansell dan Gash (2007:544) adalah
serangkaian pengaturan dimana satu
atau lebih lembaga publik yang
melibatkan secara langsung

stakeholders  non-state  didalam
proses pembuatan kebijakan yang
bersifat formal,

konsensus  dan

berorientasi
deliberatif  yang
bertujuan  untuk  membuat  atau
mengimplementasikan kebijakan
publik atau mengatur program publik
atau asset. Menurut pendapat Ansell
dan Gash collaborative governance
merupakan proses kegiatan
kolaborasi dengan mengatur suatu
keputusan dalam proses kebijakan
yang dilakukan oleh  beberapa
lembaga publik dengan pihak lain
yang terkait dan terlibat secara
langsung  maupun tidak langsung
dengan tujuan untuk menyelesaikan
masalah publik. Model Collaborative
Governance menurut  Ansell and
Gash  vyaitu Kondisi awal dalam
suatu kolaborasi dipengaruhi oleh
beberapa  fenomena, yaitu para
stakeholders  memiliki  kepentingan
dan visi bersama yang ingin dicapali,

sejarah kerjasama dimasa lalu, saling



menghormati kerjasama yang memfasilitasi dialog antar
terjalin, kepercayaan masing-masing stakeholders dan pembagian
stakeholders, ketidakseimbangan keuntungan bersama. Desain
kekuatan,  sumber  daya, dan institusional  berkaitan dengan tata
pengetahuan. cara dan peraturan dasar dalam
Kepemimpinan fasilitatif kolaborasi untuk prosedural proses
berkaitan dengan musyawarah yang kolaborasi yang legal, transparansi
dilakukan oleh stakeholders, proses, inklusivitas partisipan, dan
penetapan aturan-aturan dasar yang eksklusivitas forum.
jelas, membangun  kepercayaan,
Gambar 1
Model Collaborative Governance Ansell And Gash
Inklusivitas Partisipan,
Desain Institusional Eksklusivitas Forum, Aturan-
Aturan Dasar yang Jelas,
l Transparansi Proses

Kondisi Awal

Ketidakseimbangan Proses Kolaboratif

Kekuatan-Sumber ;

Daya-Pengetahuan Membangun Kepercayaan—» Komsfen Terhadap ?roses

- Saling memahami
ketergantungan
/ - Kepemilikan proses bersama
Insentif untuk dan - Keterbukaan terhadap Outcome

Hambatan Partisipasi
Dialog Tatap Muka
T - Negosiasi atas dasar
kepercayaan yang baik

Prasejarah
Kerjasama atau
Konflik (Tingkat
Kepercayaan Awal)

Outcome Menengah

|
- Rencanastrategis

P —

- “Kemenangan kecil”

- Temuan fakta bersama

pengembangan capaian bersama

.

Pemahaman Bersama
- Misi yang Jelas
- Definisi masalah bersama

- Identifikasi nilai-nilai bersama

?

merupakan variable yang penting,

Kepemimpinan Fasilitatif

—% Pengaruh (termasuk pemberdayaan)

Sumber: Ansell & Gash, 2007:550

Proses kolaboratif ini

dengan

dimana proses

kolaboratif diawali

dialog tatap muka yang



berkaitan dengan kepercayaan yang
baik, setelah melakukan dialog tatap
muka dengan baik maka akan
terbangun suatu kepercayaan yang
nantinya akan berpengaruh terhadap
komitmen dalam proses kolaborasi,
setelah komitmen para stakeholders
tinggi akan terjadi suatu pemahaman
bersama dalam perumusan masalah,
identifikasi nilai-nilai, dan misi yang
jelas. Setelah para stakeholders
memiliki kesamaan dan
kesepahaman, maka akan
menentukan rencana strategis untuk
menjalankan  kolaborasi.  Adapun
indikator kesuksesan dalam proses
tata kelola kolaborasi  vaitu
mengikutsertakan semua; transparan
dan bertanggung jawab; efektif dan
adil; menjamin  supremasi hukum;
menjamin  bahwa prioritas  politik,
sosial dan ekonomi didasarkan pada
konsensus masyarakat; dan
memperhatikan yang lemah dalam
pengambilan ~ keputusan ~ (UNDP
dalam TIM DPAK Dikti, 2005)
Kolaborasi dalam governance
menurut De Seve dalan Sudarmo
(2011:110-116) ada 8 indikator yang

bisa menilai apakah kolaborasi yang

dilakukan  pemerintah sudah bisa
dikatakan berhasil atau gagal, yaitu:

. Networked structure

. Commitment to common purpose

. Trust among the participants

1
2
3
4. Governance
5. Access to authority
6

. Distributive accountability/
responsibility
7. Information sharing

8. Access to resources

METODOLOGI PENELITIAN

Di dalam penelitian ini  peneliti
menggunakan desain
dekriptif

penelitian  di  Dinas  Perhubungan

penelitian
kualitatif ~ dengan  situs
Kota Semarang, Satlantas
Polrestabes Semarang dan Dinas
Pekerjaan Umum Kota Semarang.
Jenis data yang digunakan dalam
penelitian  ini  adalah  kata-kata,
tindakan dan sumber tertulis. Subjek
penelitian  yang  digunakan  oleh
peneliti yaitu teknik purposive dan
snowball. Penelitian ini  bersumber
pada data primer dan data sekunder
yakni dengan teknik pengumpulan
data yang terdiri dari wawancara,

observasi, dan dokumentasi.



HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Collaborative Governance dalam
upaya pelaksanaan keselamatan
lalu lintas dan angkutan Jalan
di Kota Semarang
a. Kondisi Awal
Kondisi awal kolaborasi keselamatan
lalu lintas dan angkutan jalan di Kota
Semarang dapat disimpulkan bahwa
adanya perbedaan sumber daya dan
wewenang  yang  dimiliki  oleh
masing-masing  stakeholders dalam
penyelenggaraan  keselamatan  lalu
lintas dan angkutan jalan di Kota
Semarang menyebabkan terjadinya
kolaborasi  keselamatan lalu lintas
dan angkutan jalan, didukung dengan
sejarah kerjasama yang ada dan
sudah dilakukan oleh para
stakeholders sebelumnya juga
menjadikan lebih mudah
terselenggaranya kolaborasi ini  dan
dibuatkan forum secara legal dengan
Keputusan Walikota ~ Semarang
tentang Pembentukan Forum Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan di Kota
Semarang agar dalam melakukan
koordinasi dan pembahasan
mengenai  permaslahan lalu lintas

lebih mudah dilakukan.

b. Desain Institusional
Desain Institusional Kolaborasi
Keselamatan  Lalu  Lintas dan
Angkutan Jalan di Kota Semarang,
dapat disimpulkan bahwa dalam
menjalankan kolabroasi keselamatan
lalu lintas dan angkutan jalan di Kota
Semarang

Undang No 22 Tahun 2009 tentang

menggunakan  Undang-
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang
sudah cukup jelas tentang bagaimana
pelaksanaan kesselamatan lalu lintas
dan angkutan jalan, pembagian tugas
dan siapa saja yang  wajib
melaksanakannnya dan juga
menggunakan  Keputusan  Walikota
Semarang No 551.2/310 tentang
Pembentukan Forum Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Forum LLAJ) Kota
Semarang sebagai pedoman untuk
siapa saja yang berhak terlibat dalam
kolaborasi. Untuk kejelasan SOP dari
masing-masing  stakeholders sudah
cukup jelas untuk digunakan dalam
menjalankan  tupoksi dan kegiatan
mereka  terkait keselamatan lalu

lintas dan angkutan jalan.



c. Kepemimpinan Fasilitatif
fasilitatif dalam
kolaborasi keselamatan lalu lintas

Kepemimpinan

dan angkutan jalan di Kota Semarang
yang dilakukan oleh Dinas
Perhubungan Kota Semarang belum
berjalan  secara optimal, karena
pelaksanaan Forum LLAJ yang ada
masih dilaksanakan secara
situasional dan jika diperlukan saja,
hal ini mengakibatkan pelaksanaan
pemberdayaan yang dilakukan oleh
Dinas Perhubungan kurang optimal
juga  dalam  melibatkan  peran
stakeholders yang terlibat karena
hanya dilakukan melalui komunikasi
lewat grup whatsapp saja. Peran
stakeholders yang terlibat didasarkan
pada tupoksi masing-masing
stakeholder ~ dengan  melakukan
kegiatan  kolaborasi yang berupa
kegiatan perencanaan dan Kkegiatan
implementasi.  Pengawasan kegiatan
kolaborasi dilakukan oleh masing-
masing stakeholder secara internal
dan dilakukan oleh Kepala Daerah
atau Kepala Instansi, selain itu
pengawasan juga dilakukan oleh
masyarakat  tetapi masih  belum
dilakukan secara optimal karena

belum melibatkan secara langsung

10

pengawasan yang dilakukan oleh

masyarakat.

d. Proses Kolaboratif

Proses Kolaboratif pada Kolaborasi
Keselamatan ~ Lalu  Lintas  dan
Angkutan Jalan di Kota Semarang
dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan proses kolaboratif sudah
berjalan ~ dengan  baikk  dengan
didukung variabel dialog tatap muka
yang berkaitan dengan komunikasi
dilakukan secara formal dan informal
sudah baikk melalui Forum LLAJ,
saling  bertukar informasi  antar
stakeholder juga. Komunikasi lebih
sering dilakukan secara tidak formal
melalui  grup  whatsapp, dan
komunikasi melalui  Forum LLAJ
dilakukan secara situasional dan tiap
tahunnya tidak tetap pelaksanaannya.
Kepercayaan dan Komitmen dari
setiap stakeholders sudah cukup
tinggi, dapat dilihat dari sejarah
kerjasama yang telah dilakukan
sebelumnya  mengakibatkan  lebih
mudah dalam membangun
kepercayaan dan komitmen mereka
dijalankan  sesuai dengan  tupoksi
masing-masing dan melakukan

inovasi dalam peningkatan pelayanan



yang diberikan. Pemahaman bersama
berkaitan  dengan  visi-misi  yang
menjadi dasar kolaborasi ini sudah
jelas, tujuannya juga jelas untuk
mengurangi  angka kecelakaan di
Kota Semarang dan mewujudkan
Indonesia sebagai sebagai Negara
dengan Keselamatan Jalan terbaik di
Asia Tenggara dan dalam proses
pengkajian masalah dilakukan oleh
masing-masing  stakeholders  dan
dilakukan secara bersama melalui
Forum LLAJ untuk menghasilkan
keputusan bersama. Outcome
menengah  yang terjadi  dalam
kolaborasi yaitu perumusan Renstra
yang dilakukan oleh masing-masing
stakeholders, tetapi dalam proses
perumusannya masih belum
melibatkan peran masyarakat karena
dianggap masyarakat sebagai

penerima saja.

2. Faktor

Penghambat dalam

Pendorong dan

collaborative governance terkait
upaya pelaksanaan keselamatan
lalu lintas dan angkutan jalan di
Kota Semarang
Faktor pendorong kolaborasi

keselamatan lalu lintas dan angkutan
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jalan  di Kota Semarang dapat
diketahui bahwa faktor pendorong
yang dapat membuat kolaborasi
berjalan dengan baik yaitu
networked structure yang ada sudah
jelas dengan Dinas Perhubungan
yang menjadi leading sector dan
tidak ada jenjang hirarki antar
anggota kolaborasi, semuanya
memiliki kedudukan yang sama dan
jaringannya  berbentuk  horizontal
commitment to a common purpose
yang cukup tinggi diperlihatkan oleh
masing-masing stakeholders dengan
melaksanakan  kegiatan  kolaborasi
berdasaarkan tupoksi masing-masing
dan melakukan inovasi-inovasi baru
dalam  proses  pelayanan  yang
diberikan kepada masyarakat;
distributive accountability/
responsibility  dalam  kolaborasi
sudah jelas dengan melakukan proses
pengambilan keputusan secara
bersama-sama melalui Forum LLAJ
dan pembagian wewenangnya Yyang
didasarkan pada tupoksi masing-
masing  stakeholder yang sesuali
dengan UU No 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan; dan information sharing antar

stakeholder yang cukup  baik



pelaksanaannya dengan saling

melakukan  pertukaran  informasi
antar  stakeholders yang terlibat
dengan meminta secara langsung
kepada stakeholder yang
menyediakan informasi atau data
tersebut dan  keterbukaan  dari
masing-masing  stakeholder  cukup
baik.

Faktor yang menjadi
penghambat dalam kolaborasi
keselamatan lalu lintas dan angkutan
jalan di Kota Semarang yaitu access
to resources yang ada pada masing-
masing stakeholder yang terlibat
kolaborasi  seperti  Sumber Daya
Manusia yang dimiliki dari segi
kuantitas masih belum memadai atau
mencukupi  yang  mengakibatkan
kualitas dari Sumber Daya Manusia
yang ada menjadi kurang baik,
sehingga dalam pelayanan yang
diberikan  kurang optimal, dalam
menjalankan tugas sehari-hari yang
dilakukan  oleh

Manusia dari

Sumber  Daya
masing-masing
stakeholder juga tidak maksimal
dalam pelaksanaannya. Selain
Sumber Daya Manusia, Sumber

Keuangan  yang  dimiliki  oleh

12

masing-masing  stakeholder  juga

terbatas jumlahnya.

KESIMPULAN
1. Collaborative Governance dalam
upaya pelaksanaan keselamatan
lalu lintas dan angkutan Jalan
di Kota Semarang
Pelaksanaan collabortavie
governance dalam upaya
keselamatan lalu lintas dan angkutan
jalan di Kota Semarang berdasarkan
dilakukan

penulis dapat disimpulkan bahwa

penelitian ~ yang  telah

telah  dilaksanakan dengan cukup
baik, berdasarkan dari fenomena
Kondisi Awal, Desain Institusional
dan Proses Kolaboratif, tetapi masih
ada fenomena yang kurang optimal
dalam pelaksanaannya vyaitu terkait
Kepemimpinan Fasilitatif ~ dalam
kolaborasi.  Kondisi awal dari
terbentuknya  kolaborasi ini  yaitu
adanya ketidakseimbangan sumber
daya vyang dimiliki oleh masing-
masing stakeholder yang terlibat dan
perbedaan kewenangan yang dimiliki
yang membuat tingkat kepercayaan
dan komitmen dari stakeholders yang
terlibat dalam kolaborasi  cukup

tinggi yang dapat dijadikan modal



bagus dalam pelaksanaan kolaborasi.
Desain Institusional didasarkan pada
Undang-Undang No 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan dan Keputusan  Walikota
Semarang No 551.2/310 tentang
Pembentukan Forum Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Forum LLAJ) Kota
Semarang yang digunakan sebagali
siapa saja stakeholders yang dapat
terlibat dalam kolaborasi ini. Proses
kolaboratif ~ sudah  berjalan  baik
dengan dialog tatap muka melalui
Forum LLAJ dan kepercayaan serta
komitmen seluruh stakeholders
cukup tinggi yang dapat
mempermudah dalam proses
pengambilan keputusan.
Kepemimpin-an fasilitatif ~ belum
berjalan  secara  optimal karena
pelaksanaan Forum LLAJ dilakukan
secara situasional dan tidak ada
patokan  setiap  tahunnya  harus
menyelenggarakan ~ Forum  LLAJ
yang mengakibatkan pemberdayaan

dalam kolaborasi tidak maksimal.

2. Faktor Pendorong dan
Penghambat dalam
collaborative governance terkait

upaya pelaksanaan keselamatan
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lalu lintas dan angkutan jalan di

Kota Semarang
Faktor Pendorong dalam
collaborative  governance terkait
upaya pelaksanaan keselamatan lalu
lintas dan angkutan jalan di Kota
Semarang ada empat yaitu pertama,
networked structure yang sudah jelas
dengan  jenis  struktur  jaringan
kolaborasi lead organization yang
selurun anggotanya memiliki jenjang
hirarki yang sama dengan menunjuk
salah satu anggota sebagai seorang
leading atau manajer Vyaitu Dinas
Perhubungan. Kedua, commitment to
a common purpose Yyang dimiliki
setiap stakeholder cukup tinggi
dengan melakukan inovasi baru yang
mempermudah pelayanan bagi
masyarakat.  Ketiga, distributive
accountability/responsibility yang
jelas  terkait proses pengambilan
keputusan yang dilakukan dalam
kolaborasi ini  melibatkan seluruh
pemangku kepentingan yang ada dan
memperhatikan dampak yang akan
ditimbulkan, pembagian wewenang
yang sudah cukup jelas berdasarkan
UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas
dan  Angkutan Jalan. Keempat,

information sharing sudah baik



dengan saling berbagi informasi yang
dimiliki, mereka  hanya  perlu
meminta secara langsung kepada
instansi yang bersangkutan.

Faktor penghambat dalam
collaborative  governance terkait
upaya pelaksanaan keselamatan lalu
lintas dan angkutan jalan di Kota
Semarang adalah access to resources
yang berkaitan dengan Sumber Daya
Manusia  yang  dimiliki  masing-
masing instansi yang masih belum
memenuhi  secara  kuantitas  dan
kualitas yang dapat menyebabkan
ternambatnya pelaksanaan kegiatan
masing-masing  instansi, selain itu
Sumber Keuangan juga menjadi
kendala yang serius karena
keterbatasan dana yang  dimiliki
setiap instansi mengakibatkan
kegiatan  tidak  berjalan  secara
maksimal, karena setiap dana yang
diberikan  kepada  masing-masing
instansi  harus dibagi lagi  untuk
membiayai beberapa kegiatan selain
kegiatan keselamatan lalu lintas dan

angkutan jalan.

SARAN
Berdasarkan hasil penelitian tentang

collaborative  governance dalam
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upaya keselamatan lalu lintas dan
angkutan jalan di Kota Semarang,
peneliti memberikan saran sebagali
berikut,
1. Sebaiknya kepemimpinan
fasilitatif  yang  dilakukan  oleh
Dinas Perhubungan yang
berkaitan dengan pemberdayaan
dilakukan paling tidak enam bulan
sekali dengan mengadakan Forum
LLAJ, agar dapat mengetahui
perkembangan  yang dilakukan
oleh  masing-masing  stakeholder
dalam  melaksanakan  kegiatan
kolaborasi dan dapat mengontrol
kegiatan dilapangan.
2. Untuk
resources yang menjadi

mengatasi  access  to

penghambat  dalam  kolaborasi
keselamatan  lalu  lintas  dan
angkutan jalan di Kota Semarang
maka

a. Terkait Sumber Daya Manusia
pada  setiap  instansi,  perlu
melakukan dan  mengadakan

rekruitmen pegawai atau
melakukan  perekrutan  pegawai
kontrak agar lebih efisien dan
meminimalisir pengeluaran.

b. Terkait kekurangan Sumber Dana

pada  setiap  instansi,  perlu



melakukan  perencanaan  yang

matang dan memperhatikan
prioritas apa yang akan dilakukan
agar dana dapat dikelola lebin

efisien dan efektif lagi.
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